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(PMSE). Lebih lanjut, metode yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan
untuk membahas rumusan masalah yang meliputi: (i)
Bagaimana mekanisme aturan pajak Perdagangan
Melalui ~ Sistem  Elektronik?  (ii) Bagaimana

Kata Kunci: implementasi aturan pajak Perdagangan Melalui

E-Commerce; PMSE; Pajak Sistem Elektronik? Adapun hasil dari penelitian ini
adalah (i) Mekanisme penerapan aturan pajak PMSE
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun
2017. Hingga akhirnya kepastian hukum di bidang
perdagangan digital dikuatkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); (ii)
Implementasi ditunjukkan dengan langkah pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang
mengoptimalkan pemasukan pajak PMSE melalui
aplikasi SPT elektronik (e-SPT), lapor pajak online (e-
filing), faktur elektronik (e-faktur), pembayaran pajak
secara elektronik (e-billing), hingga pengenalan bukti
potong elektronik (e-bupot) dan formulir SPT online
melalui e-form. Implikasi dari penelitian ini adalah
memberikan informasi dan referensi baik kepada
praktisi maupun akademisi serta pada stakeholder’s
dalam upaya meningkatkan pajak ekonomi digital
dalam PMSE. Adapun novelty dari penelitian ini
adalah implementasi aturan Pajak Melalui Sistem
Elektronik dalam rangka meningkatkan pendapatan
dari transaksi e-commerce.

PENDAHULUAN

Berkembangnya era disrupsi teknologi 4.0 menyebabkan hampir seluruh kegiatan
ekonomi, keuangan dan bisnis terhubung dengan sistem internet atau digitalisasi (Jihad et al.,
2022; Rhenaldy et al., 2022). Hal ini merubah sistem ekonomi yang semula dilakukan secara
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face to face dan membutuhkan waktu menjadi sistem ekonomi yang proses penjualan maupun
tukar-menukar barang dan jasa melalui internet atau sering disebut dengan ekonomi digital
(Muniarty et al., 2021; Putri & Zakaria, 2020; Widodo et al., 2022). Ekonomi digital terdiri
dari e-commerce, toko aplikasi, iklan online, layanan pembayaran online, could computing,
dan digital platform lainnya (Fasa et al., 2020; Prastyaningtyas, 2019; Sudirman et al., 2020).
Sedangkan, e-commerce adalah penggunaan teknologi informasi, komputer dan jaringan
internet untuk melakukan proses bisnis (Nugroho, 2021; Nugroho et al., 2019; Nugroho &
Chowdhury, 2015). Model bisnis ini biasanya ditandai dengan kepemilikan gudang
penyimpanan, akan tetapi dalam rangka mengurangi biaya operasional, biasa toko fisik hanya
digunakan sebagai etalase. Selama pandemi COVID-19, perkembangan transaksi pada e-
commerce mengalami peningkatan secara drastis dikarenakan terjadinya pembatasan
mobilitas masyarakat sehingga transaksi online pun menjadi andalan dalam memenuhi
kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan serta transaksi yang bersifat konsumtif
(Hartanto et al., 2020; Nasfi et al., 2022; Nugroho, 2022). Adapun data penggunaan nilai
transaksi e-commerce di Indonesia adalah sebagai berikut:

Dalam Miliar USD

2025 | —— 137.5
2024 |, 121

2023 |, 104

2022 |, 35

2021 | 7.4

Sumber: Pahlevi (2022)
Gambar 1. Realisasi dan Estimasi Nilai Transaksi E-Commerce
Indonesia Periode 2021 s.d 2025

Merujuk pada gambar 1 di atas, maka diketahui nilai transaksi yang menggunakan
digital platform berupa e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai $67,4
Miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai transaksi pada e-
commerce terbesar di Asia Tenggara mengalahkan negara-negara Malaysia, Singapura,
Thailand, Filipina dan Vietnam (Pusparisa & Fitra, 2019). Selain itu, menurut Nugroho
(2022) dan Kusnandar & Mutia (2021), pengguna internet di Indonesia juga tertinggi di Asia
Tenggara serta peringkat ketiga di Asia. Selanjutnya, di bawah ini adalah jumlah pengguna
internet pada negara-negara di Asia:
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Dalam Juta Jiwa

Korea Selatan I 49.42

Thailand W 57

Vietham WM 74.75

Filipina |l 89.1

Pakistan N 100.68
Banglades I 116.14

Jepang N 118.63
Indonesia NN 212.35

India I 755.82

Tiongkok I 989.08

Sumber: Kusnandar & Mutia (2021)
Gambar 2. Jumlah Pengguna Internet di Negara-Negara Asia per Maret 2021

Merujuk pada gambar 2 di atas, maka diketahui negara pengguna internet terbesar di
Asia adalah Tiongkok dengan jumlah penduduk pengguna internet sebanyak 989,08 juta jiwa
yang kemudian disusul India sebanyak 755,82 juta. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena
pesatnya perkembangan nilai transaksi dan e-commerce dan banyaknya pengguna internet di
Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pasar e-commerce yang menjanjikan di Asia-Pasifik.
Namun pada sisi lain, dimasa pandemi Covid-19 saat ini dimana seluruh sektor usaha
mengalami disrupsi. Menurut Kiranti & Nugroho (2022) hampir seluruh pengusaha pada
masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan omset usaha mencapai 30%. Namun demikian
terdapat beberapa pengusaha yang mampu bertahan, bahkan meningkatkan omset usahanya
dengan menerapkan strategi penjualan dan promosi online (Nugroho et al., 2022). Oleh
karenanya, untuk membantu para UMKM menjaga omset usahanya, maka pemerintah bekerja
sama dengan Asosiasi e-commerce Indonesia dan para akademisi berupa program untuk
UMKM melalui pemberian pelatihan pemanfaatan platform e-commerce (Nugroho et al.,
2022; Zamzami et al., 2021).

Namun demikian, apabila ditinjau dari pendapatan negara yang dikontribusi dari
transaksi e-commerce tersebut, pendapatan negara Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan
dengan negara Jepang dan Korea Selatan yang nota bene pengguna internet di negara tersebut
jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Jumlah pendapatan dari transaksi e-commerce dari
beberapa negara di tahun 2016 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:
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Dalam Miliar USD

439.72
143.13
30.31
4.89
[
Jepang Korea Selatan India Indonesia

Sumber: Richa Kurniawati (2021)
Gambar 3. Pendapatan dari Beberapa Negara dari Transaksi E-Commerce Tahun 2016

Merujuk pada gambar 3 di atas, maka diketahui bahwa jumlah pendapatan Indonesia
yang bersumber dari transaksi e-commerce baru mencapai sebesar $4,89 miliar sedangkan
pendapatan negara lain yang bersumber dari transaksi e-commerce seperti India, Korea
Selatan dan Jepang jauh lebih tinggi. Oleh karenanya, masih terdapat peluang bagi Indonesia
untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari transaksi e-commerce.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi penerimaan PPN
perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce hingga awal September
2021 mencapai Rp 3,5 triliun dimana jumlah tersebut meningkat 40 persen dibandingkan
periode akhir Agustus 2020 yang tercatat Rp 2,5 triliun (Pangastuti & Kurniawan, 2021).
Selain itu, beberapa e-commerce juga ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) per akhir Desember 2021 (Siswanto & Hidayat, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) muncul karena adanya pajak yang terjadi di setiap
pertambahan nilai pada indikasi atau faktor-faktor tertentu, seperti pada saat persiapan dan
proses pendistribusian barang atau jasa. Begitu juga dengan transaksi e-commerce yang tetap
mendapatkan pemberlakuan sistem perpajakan seperti konsep penjualan yang dilakukan
secara konvensional. Menurut Mpofu (2022), terdapat salah aspek penting dalam sistem
perpajakan pada ekonomi digital diantaranya yaitu berkaitan Digital service tax (DST) yang
merupakan pajak yang berkaitan dengan atas pendapatan di Kenya dari layanan yang
ditawarkan pada pasar digital. Namun demikian, DST belum dapat dilaksanakan dalam waktu
dekat di Indonesia. Indonesia memiliki aturan yang mirip dengan DST yaitu Perppu 1/2020
yang telah disahkan dalam UU No.2 Tahun 2020 namun belum diatur teknis pelaksanaannya
karena masih menunggu konsensus global. Meningkatnya transaksi melalui platform online,
tidak diimbangi dengan penerimaan pajak negara. Oleh karenanya, berdasarkan fenomena
pesatnya pertumbuahan transaksi di e-commerce dan belum optimalnya pajak yang dihasilkan
pada transaksi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
= Bagaimana mekanisme aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?;
= Bagaimana implementasi aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui hal-hal sebagai berikut:
= Mengetahui mekanisme aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
= Mengetahui implementasi aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
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Adapun implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi baik
kepada praktisi maupun akademisi serta pada stakeholders dalam upaya meningkatkan pajak
ekonomi digital dalam PMSE. Adapun novelty dari penelitian ini adalah implementasi aturan
Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam rangka meningkatkan pendapatan dari
transaksi e-commerce.

LANDASAN TEORI

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan perdagangan dengan
menggunakan media atau piranti elektronik seperti yang ada dalam aturan pasal 1 angka 24
UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud adalah
perangkat yang memiliki fungsi dalam rangka persiapan, pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan, penyimpanan, publikasi, pengiriman dan penyebarluasan informasi
elektronik. Adapun istilah lain yang digunakan dalam teori ini adalah PPMSE atau
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik seperti tertera dalam PP No. 80 tahun
2019. Dimana pedagang atau sering disebut merchant merupakan pelaku bisnis yang
menggunakan layanan dari platform digital yang dibuat oleh penyedia sarana dan sistem
elektronik PPMSE. Adapun pengenaan pajak pada PMSE diatur dalam Perpu No.1 Tahun
2020. Atas Jasa Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
(BKPTB) dalam PMSE, terdapat perlakuan pajak yang dimuat dalam pasal 6 dalam bentuk
Pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak
dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak
transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang
memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Sesuai dengan UU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan atau UU HPP, besarnya pungutan pajak sebesar 11% dari Dasar
Pengenaan Pajak. Adapun krteria pengenaan pajak PMSE dapat dijelaskan pada tabel 1 di
bawabh ini:

Tabel 1. Kriteria Pengenaan Pajak PMSE

1 Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1
tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan
2 Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau

1.000 dalam 1 bulan
Sumber: Perpu No.1 Tahun 2020

Lebih lanjut, berdasarkan tabel 1 di atas, jika pelaku usaha PMSE telah memenuhi
kriteria tabel di atas tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka dapat menyampaikan
pemberitahuan secara mandiri ke DJP untuk penunjukkan. Pemungut PPN PMSE akan
diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan Yyang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut PPN PMSE dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Pasal 5 ayat 2 PER-
12/PJ/2020 dijelaskan bahwa pemberitahuan dapat dilakukan melalui email dan aplikasi DJP
yang ditujukan oleh pemungut PPN PMSE. Adapun 6 pelaku usaha PMSE luar negeri yang
sudah dipungut PPN adalah Netflix International B.V., Amazon Web Service Inc., Spotify
AB., Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., dan Google LLC.

Pajak di Indonesia diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga
atas UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP pada pasal 1 angka 1. Pajak ialah kontribusi wajib
yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung, memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu
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instrumen dalam penerimaan negara, menurut Fakhruzy (2020), Nugroho et al. (2018), dan
Silalahi et al. (2018) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi regulasi dan fungsi anggaran.
Fungsi regulasi mengartikan bahwa pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial negara. Pemerintah dapat mengatur
pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak yang ada. Fungsi anggaran menjadikan pajak
sebagai suatu alat sumber untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang
pada waktunya akan digunakan untuk berbagai macam belanja negara.

Pada awalnya ketentuan mengenai pajak PMSE tidak dibedakan dengan pajak
perdagangan pada umumnya tetapi karena dinilai perlu diberikan informasi kepada pelaku
usaha PMSE dan perlunya adanya regulasi bahwa kegiatan PMSE dikenakan pajak pada
tahun 2013 Pemerintah menerbitkan aturan berupa SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan
Ketentuan Perpajakan atas transaksi e-commerce atau transaksi yang sekarang dikenal dengan
istilah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini merupakan upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah dalam merespon adanya perubahan transaksi yang awalnya secara
konvensional berubah menjadi transaksi berbasis teknologi tanpa adanya kehadiran fisik yaitu
secara online menggunakan sarana dan prasarana tertentu berbasis teknologi. Dalam aturan
SE-62/PJ/2013 transaksi PMSE diklasifikasikan menjadi 4 model yang ditunjukkan pada tabel
2 di bawah ini:

Tabel 2. Model Transaksi PMSE

No Penjelasan

Online Marketplace. Transaksi model ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat usaha di Mal
Internet sebagai tempat Online Marketplace Merchant (penjual) dalam hal menjual barang atau jasa kepada
pembeli yang bertransaksi melalui Mal Internet. Dalam hal bertransaksi dengan model e-commerce ini
menggunakan pihak ketiga sebagai rekening bank Penyelenggara Online Marketplace. Pihak penyelenggara
1 akan membayarkan hasil penjualan barang atau jasa kepada penjual dengan terlebih dahulu melakukan
pemotongan fee atas hasil yang didapatkan. Pembeli membayarkan barang atau jasanya melalui rekening
bank Penyelenggara. Contoh model perdagangan melalui sistem elektronik ini adalah shopee, bukalapak,
tokopedia, dsb. Pihak-pihak vang terkait dalam transaksi model ini adalah penyelenggara Online
Marketplace, Online Marketplace Seller (penjual), dan Pembeli

Classified Ads. Transaksi pada jenis model e-commerce ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat
atau waktu guna memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) berupa barang
atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang

2 disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. Baik Pengiklan maupun Pengguna Iklan akan bertransaksi
secara mandiri, tidak terdapat pihak ketiga vang membantu dalam hal proses pembayaran barang atau jasa
vang akan dijual. Penyelenggara Classified Ads hanya sebagai tempat bagi Pengiklan dalam hal proses
promosi barang atau jasa vang akan dijual. Contoh Classified Ads adalah olx.com. Pihak-pihak vang terkait
dalam transaksi model ini adalah Penyelenggara Classified Ads, Pengiklan, dan Pengguna Iklan.

Daily Deals E-commerce dalam kategori ini merupakan penyediaan kegiatan usaha berupa situs Daily Deals
vang berfungsi sebagai tempat daily deals merchant (penjual), dalam hal menjual barang atau jasa kepada

3 para pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yvang terkait di dalam
model transaksi jenis ini adalah penyelenggara daily deals, daily deals merchant dan pembeli. contoh dari
daily deals adalah : lakupon.com, dealgoing.com

Online Retail E-commerce dalam kategori ini paling banyak digunakan oleh pelaku usaha online di
Indonesia. Seperti halnya melakukan kegiatan promosi dan penjualan melalui jejaring media sosial. Online
Retail merupakan kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail
sekaligus sebagai Online Retail Merchant (penjual) kepada Pembeli di situs Online Retail. Untuk model
ecommerce ini penyelenggara juga berfungsi sebagai penjual vang ikut serta dalam hal bertransaksi atas
barang atau jasa yang dipajang di dalam media online. Contoh model e-commerce ini adalah ruparupa.com,
bhinneka.com. Pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan transaksi ini adalah Penyelenggara Online Retail
sekaligus sebagai Online Retail Merchant (penjual) dan Pembeli.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022
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METODE PENELITIAN

Metode penelitiaan yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Metode penelitian deskriptif menurut Napitupulu et al. (2020) dan Oktris et al. (2022), metode
kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun situasi proposisi atau menjelaskan
makna dibalik sebuah realita”. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, karena dalam penelitian ini semua data-data yang didapat berasal dari sumber atau
informan yang telah diteliti dan terpercaya. Alur mekanisme dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Hasil dan
Pembahasan

l I

Metode Kualitatif
Rumusan Masalah didukung dengan
datasekunder

LandasanTeori b

Fenomena Kesimpulan

Mengumpulkan
Data

Sumber: Oktris et al. (2022)
Gambar 4. Alur Mekanisme Penelitian

Berdasarkan dari gambar 4 di atas, maka hasil dan pembahasan dari penelitian ini
berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu:
= Bagaimana mekanisme aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?;
= Bagaimana implementasi aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Aturan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Membuka toko secara online dan tidak memiliki toko fisik, tak menjadikan pelaku
usaha online terbebas dari kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak inilah
yang kerap tak disadari oleh pengusaha toko online dan bahkan juga pembelinya. Berikut
inilah kewajiban-kewajiban pajak toko online yang menjadi tantangan pajak e-commerce:
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Memiliki NPWP

Masih banyak pedagang online yang tidak tahu bahwa dirinya harus membayar pajak, sehingga mereka tidak
membuat Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).

Menghitung Pajak Bulanan

Meski sudah menyadari kewajibannya untuk membayar pajak dan memiliki NPWP, faktanya masih banyak
pedagang online yang belum tahu cara menghitung pajak bulanannya yang sebesar 0,5% dari omzet per bulan.
Belum lagi dari sekian banyak transaksi yang dilakukan, banyak pedagang masih menghitung pajak
bulanannya secara konvensional.

Setor Pajak

Kewajiban selanjutnya yang juga menjadi tantangan e-commerce adalah kewajiban setor pajak. Pedagang
online yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) kerap terlambat membayar pajak lantaran
proses ini masih dilakukan secara terpisah. Contohnya sajaID Billing yang tidak bisa dibayar langsung di
platform unfuk membuatnya dan harus dilakukan di Bank Persepsi, Kantor Pos, atau ATM. Padahal tenggat
waktu setor pajak bagi UMKM harus dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan berjalan pajak.

Potong/Pungut Pajak

+ Tantangan e-commerce selanjutnya adalah pemotongan dan pemungutan pajak. contohnya sajaPPh 21
(pajak penghasilan karyawan) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pedagang online masih merasa kesulitan
melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada setiap transaksi, lantaran belum tersentralisasinya fitur-
fitur administrasi perpajakan. Mengingat, saat ini mayoritas pemotongan atau pemungutan pajak masth
diproses satu per satu melalui aplikasi yang berbeda-beda.

Lapor SPT Tahunan

* Meski pedagang online sudah memiliki NPWP, bisa menghitung pajak bulanan, menyetor pajak, kemudian
potong/pungut pajak dari pihak lain, faktanya pedagang online tetap harus melaporkan pajak tahunannya
melalui surat pemberitahuan (SPT). Hal ini menjadi tantangan karena layanan perpajakan yang ada saat ini
belum terintegrasi secara penub.

Peraturan perpajakan e-commerce telah dilakukan sejak tahun 2017, saat pemerintah
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Hingga akhirnya kepastian hukum
di bidang perdagangan digital dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Salah satu sorotan omnibus law ini
adalah pemajakan transaksi elektronik. Pemerintah menata regulasi penunjukkan perusahaan
pemilik program e-commerce sebagai pemungut PPN dari kliennya. Selain itu, perusahaan
pemilik program e-commerce mengenakan pajak atas penghasilan subjek pajak luar negeri
(SPLN) terkait transaksi elektronik di Indonesia dengan perluasan kriteria Bentuk Usaha
Tetap (BUT). Oleh karenanya, perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tetap diwajibkan
membayar pajak penghasilan meski tak memiliki kantor fisik di Indonesia. Hal tersebut,
dikarenakan penghasilan mereka berasal dari konsumen di Indonesia. Lebih lanjut, pajak
bisnis maupun transasksi elektronik berupa barang maupun jasa kena pajak menggunakan
aplikasi harus memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak e-commerce yang mencakup:
= Pajak pertambahan nilai atau PPN e-commerce dengan tarif 11 %
= Pajak pertambahan nilai barang mewah yang tarifnya mengikuti peraturan perundang-

undangan yang telah ditentukan

Bagi penyedia marketplace wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak
marketplace meliputi PPN dan PPh. Bagi UMKM atau perusahaan yang menggunakan
platform marketplace juga wajib melaporkan PPN dan PPh. Pajak e-commerce untuk
pengusaha kena pajak mencakup poin-poin berikut:
= Perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari sama dengan Rp4,8 miliar selama

setahun akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0.5 %;
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= Perusahaan yang memiliki omset diatas Rp4.8 miliar selama setahun akan melaksanakan
ketentuan PPN sebesar 11 %;

= Semua pengusaha yang menyangkut transaksi jual beli melalui online retail, classified
ads, daily deals, dan media sosial lainnya juga dikenakan PPN, PPnBM, dan PPh sesuali
ketentuan yang berlaku;

= Terdapat pengurangan pajak bagi investor lokal yang mau berinvestasi pada startup.

Pajak e-commerce mulai diterbitkan pada 31 Desember 2018 pada (PMK) Nomor
210/PMK.010/2018 tentang transaksi sistem elektronik. Kemudian Pajak e-commerce
diterapkan sejak 1 April 2019 hingga saat ini. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas
Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau
tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan yang ditetapkan tersebut menjelaskan
tata cara dan prosedur pengenaan pajak untuk memberikan kemudahan administrasi dan
mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang
setara dengan pelaku usaha yang belum masuk e-commerce.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah

sebagai berikut:

= Para pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform e-
commerce/marketplace  memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak
penyedia platform marketplace;Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat
memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan
Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace; melaksanakan
kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak
final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam
setahun, serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi
Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan
yang berlaku;

= Kewajiban penyedia platform marketplace: memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai
PKP; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan
platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform
marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh
pedagang pengguna platform.

Implementasi Aturan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Keseriusan  pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk
mengoptimalkan pemasukan pajak semakin terlihat saat berbagai layanan pajak secara digital
hadir. Seperti SPT elektronik (e-SPT), lapor pajak online (e-filing), faktur elektronik (e-
faktur), pembayaran pajak secara elektronik (e-billing), hingga pengenalan bukti potong
elektronik (e-bupot) dan formulir SPT online melalui e-form pada awal 2017 silam. Hingga
pada tahun 2019, internal DJP juga telah meresmikan Direktorat Data Informasi Perpajakan
yang secara khusus menangani manajemen data perpajakan.

Meski sudah mengalami sejumlah perubahan dan kemajuan, nyatanya pelayanan pajak
dan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia masih membutuhkan sistem digitalisasi pajak
yang lebih terintegrasi. Seperti platform digital yang bisa digunakan untuk memproses
berbagai kegiatan administrasi perpajakan sekaligus, mulai dari daftar NPWP, hitung pajak
yang harus dibayar, setor pajak, hingga melaporkan SPT. Selanjutnya, dunia perpajakan
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Indonesia juga masih membutuhkan SPT unifikasi, yakni satu formulir SPT yang mencakup
berbagai jenis SPT. Hal ini diperlukan lantaran jumlah SPT yang harus dilaporkan setiap
bulan terlalu banyak, sebut saja SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 26, serta SPT masa lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan pajak bagi
perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. Salah satu startup besar di Indonesia, yaitu
Tokopedia masih mempelajari dampak dari peraturan baru pengenaan pajak transaksi berbasis
elektronik yakni e-commerce atau toko online. VP of Public Policy & Government Relations
Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan pihaknya telah mendukung inovasi sektor perpajakan
seperti PBB online, hingga Samsat online yang selama ini mendapatkan adopsi dan
antusiasme yang luar biasa dari masyarakat.

Beberapa e-commerce ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh Direktorat Jendral
Pajak (DJP) per akhir Desember 2021. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Tokopedia terlibat
dalam kolaborasi program Business Development Services (BDS) yang berupaya untuk
meningkatkan level Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memberikan edukasi
terhadap kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan. Sebagaimana diketahui
bahwa pajak dikenakan pada proses transaksi jual beli yang berasal dari kewarganegaraan
yang sama.

Rotasi Perputaran uang yang signifikan jumlahnya dari jual beli dengan cara online
memberikan celah bagi para penjual yang memiliki itikad tidak baik dalam memanipulasi
pembayaran pajaknya. Akan tetapi, pajak yang diwajibkan oleh pemerintah diduga oleh
banyak pengusaha online hanya akan memberatkan mereka dalam melakukan penjualan.
Sebab, dengan dikenakannya pajak pada transaksi jual beli, maka biaya yang harus
dikeluarkan penjual atau produsen sehingga menyebabkan peningkatan harga jual. Lebih
lanjut, meningkatnya harga jual dapat menurunkan minat pembeli. Di sisi lain, dampak pajak
bisnis online ditanggapi positif dengan penjual ritel offline. Hal tersebut dikarenakan penjual
ritel offline bernaggapan dengan adanya pungutan pajak tersebut, maka akan menurunkan
minat masyarakat untuk melakukan transasksi bisnis online.

Aturan pajak ini juga berlaku terhadap Pajak Penghasilan Atas Cashback Online
Marketplace. Cashback cukup populer ditengah masyarakat sebagai bentuk promosi atas
transaksi pembelian. Cashback sendiri merupakan keuntungan yang diperoleh berupa
pengembalian uang tunai atau uang virtual dalam jumlah tertentu karena konsumen
menggunakan suatu produk pembayaran ketika melakukan transaksi pembelian barang pada
online marketplace. Cashback pun berlaku untuk seluruh konsumen tanpa diundi. Cashback
berbeda dengan diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan dalam jumlah
tertentu, misalnya diskon 70% untuk pembelian 10 pasang sepatu dan berlaku bagi konsumen
yang memenuhi syarat pembelian. Untuk menentukan cashback termasuk hadiah atau bukan,
temukan jenis-jenis hadiah dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan
Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, terdapat empat jenis hadiah yang dikenakan
pajak, yakni: hadiah melalui undian seperti door prize. Dilihat dari pengertiannya, door prize
adalah karcis undian yang diberikan kepada khalayak umum oleh penyelenggara undian,
kemudian peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Pada karcis undian terdapat
nomor izin dari Menteri Sosial, apabila dalam undian tidak ada unsur promosi dan hanya
untuk internal perusahaan sebagaimana Peraturan Menteri Sosial 14A/HUK/2006 tentang 1zin
Undian. Hadiah/penghargaan perlombaan, misalnya memenangkan kompetisi dan
mendapatkan penghargaan berupa hadiah uang tunai atau benda bergerak lainnya. Selain itu,
ada hadiah langsung yang diperoleh oleh seluruh konsumen akhir (orang pribadi) atas
pembelian barang/jasa secara langsung tanpa diundi.
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Meskipun tidak kena pajak, informasi mengenai hadiah langsung tetap dilaporkan
dalam SPT. Mengenai tarif pajak, hadiah atas undian dikenakan sebesar 25% dari jumlah
bruto penyelenggara undian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. Untuk pajak atas hadiah/penghargaan lomba yang
diperoleh orang pribadi (WNI), berlaku PPh 21 tarif pasal 17 sebesar 25% menurut Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Masih dalam regulasi yang sama,
pada Pasal 23 Pajak Atas Hadiah (melakukan pembayaran atas suatu kegiatan) dikenakan
pajak sebesar 15% dari jumlah bruto hadiah yang diperoleh. Apabila Wajib Pajak tidak
memiliki NPWP sebagai sarana administrasi pajak, akan menanggung pajak 20% lebih tinggi.
Sementara, jika hadiah langsung seperti cashback yang berlaku untuk semua konsumen dan
tidak diundi ketika melakukan pembelian barang dan/atau jasa dan diterima langsung, maka
tidak dilakukan pemotongan pajak menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-11/PJ/2015. Namun, tetap wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

KESIMPULAN
Sesuai dengan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:

= Mekanisme penerapan aturan pajak PMSE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74
Tahun 2017. Hingga akhirnya kepastian hukum di bidang perdagangan digital yang
didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE).

» Implementasi ditunjukkan dengan langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) yang mengoptimalkan pemasukan pajak PMSE melalui aplikasi SPT elektronik (e-
SPT), lapor pajak online (e-filing), faktur elektronik (e-faktur), pembayaran pajak secara
elektronik (e-billing), hingga pengenalan bukti potong elektronik (e-bupot) dan formulir
SPT online melalui e-form. Implementasi dari aturan pajak PMSE akan terus
dikembangkan dalam rangka mengoptimalkan pajak yang bersumber dari transaksi digital
di e-commerce.
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